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Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
didalamnya antara lain mengatur mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD). Didalam peraturan tersebut pada intinya menekankan 
perlunya menyusun RAPBD sebagai suatu anggaran kinerja yang merupakan model 
anggaran yang berorientasi kepada kepentingan publik. 
Untuk memastikan penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar 
berpihak pada kepentingan publik, dan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, penulis melakukan penelitian terhadap implementasi penyusunan RAPBD 
Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan berdasarkan metode analisis deskriptif yang dilakukan, 
kenyataan menunjukkan bahwa penyusunan RAPBD dimaksud belum sepenuhnya 
mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 
Keadaan seperti tersebut, antara lain ditandai oleh masih adanya masalah yang 
berhubungan dengan prosedur penyusunan yang tidak sesuai ketentuan, kelambatan 
penyusunan dan metode kerja yang belum memungkinkan RAPBD Provinsi Sulawesi 
Selatan memiliki ciri objektif sebagai suatu anggaran kinerja. Dengan demikian, hasil yang 
diharapkan dari APBD tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belum efektif diterapkan dalam 
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BAB  I 
  PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Sebagai konsekuensi untuk mendukung reformasi di berbagai bidang, telah 
dilakukan penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan seperti Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang berlaku 
sebelumnya, diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini setelah berlaku beberapa tahun, akhirnya 
diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Disamping undang-undang  tentang   pemerintahan   daerah,  masih banyak  
undang-undang  yang  terkait  dengan  pelaksanaan   otonomi  daerah yang telah  
ditetapkan  seperti  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,  tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Terbitnya beberapa undang-undang seperti tersebut, pada dasarnya 
mengharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang efektif 
dan efisien serta dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan 
tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Bahkan dalam 
bagian  penjelasan   Undang-Undang   Nomor   17 Tahun   2003,   tentang Keuangan    
Negara  dengan  tegas  dikemukakan bahwa sejalan dengan upaya untuk menerapkan  
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secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan 
perubahan klasifikasi anggaran, agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan 
secara internasional.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disamping diamanatkan atau 
diperintahkan dalam setiap undang-undang akan perlunya ditetapkan aturan 
pelaksanaan, peraturan pelaksanaan yang diperlukan harus pula dapat bersifat 
komprehensif dan terpadu dalam menjabarkan berbagai undang-undang yang ada, 
sehingga dengan demikian dapat memudahkan serta tidak menimbulkan multi tafsir 
dalam penerapannya. 
Atas dasar pertimbangan inilah, sehingga melahirkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diikuti dengan 
aturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian disempurnakan 
atau diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 
Sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan dalam rangka 
implementasinya di daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2009, termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2008 – 2028, serta  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2008,  tentang  Rencana   
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2008-2013. 
Disamping  itu, juga  telah  dikeluarkan  Peraturan  Gubernur Sulawesi  Selatan  
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Nomor  43 Tahun 2007, tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan 
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42/I/Tahun 2007, tentang Penunjukan Kepala 
Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan sejumlah Peraturan 
Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan 
setiap tahun anggaran.   
Dengan telah ditetapkannya sejumlah peraturan tersebut, baik oleh Pemerintah 
(Pemerintah Pusat), maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan 
pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai aspek 
atau fungsinya, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah dapat dilakukan secara 
efektif dan efisien. 
Kenyataan menunjukkan, bahwa selama berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, dan telah diikuti dengan lahirnya ketentuan pelaksanaannya 
di Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut di atas, namun dalam beberapa tahun 
anggaran terakhir, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD belum 
mampu ditetapkan sebagaimana mestinya, atau masih selalu terlambat ditetapkan. 
Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena lambatnya   penetapan  
Rencana  Kerja  Pemerintah   Daerah  (RKPD)  setiap  tahun, sementara RKPD 
tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD  
disamping pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 34 
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.  
Disamping  itu,  penyusunan  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA)  serta Prioritas  
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dan   Plafond  Anggaran   Sementara  (PPAS)   sebagai   kegiatan  awal   penyusunan   
RAPBD  juga  lambat   dimulai  pelaksanaannya,  walaupun   pedoman   penyusunan 
APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  selalu  dikeluarkan 
tepat waktu.  
Sehubungan dengan itulah, maka untuk memungkinkan APBD benar-benar 
dapat berperan optimal dalam mewujudkan pelayanan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya 
terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam 
rangka penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. 
 
1.2  Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yaszng telah dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apakah 
penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) Propinsi Sulawesi Selatan sudah efektif sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
 
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 
1.3.1    Tujuan Penelitian 
a.  Mengetahui    implementasi    penyusunan   Rancangan   APBD    Provinsi    
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      Sulawesi    Selatan   berdasar    Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 
2005. 
b.   Penelitian     yang   dilakukan    juga   dimaksudkan   untuk    mengetahui 
      efektivitas   penerapan   Peraturan   Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  
tersebut,  termasuk  masalah atau hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaannya.   
1.3.2    Kegunaan Penelitian 
a.  Dari penelitian yang telah dilakukan disamping memberikan tambahan 
pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan keuangan daerah, 
khususnya perencanaan anggaran, juga sebagai tambahan pengetahuan 
tentang implementasinya di Provinsi Sulawesi Selatan. 
b.  Hasil penelitian yang diperoleh, juga sangat bermanfaat sebagai bahan 
evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat langsung dan aktif 
melakukan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, 
yang selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya penyempurnaan, sehingga 
dapat mencapai  efektivitas dalam pelaksanaannya di masa yang akan 
datang. 
 
1.4  Sistematika Penulisan. 
         Pada bagian  sistematika penulisan ini, dikemukakan secara kronologis dan 
secara singkat isi skripsi tiap bab mulai dari bab  pertama sampai dengan bab 
keenam atau bab terakhir. Masing-masing bab dimaksud  adalah  dengan  sistematika  
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penulisan sebagai berikut : 
BAB I     :    Pendahuluan.  
Berisi uraian singkat tentang latar belakang yang merupakan alasan 
pokok penulisan materi skripsi, disusul rumusan masalah yang 
merupakan   pernyataan  tentang   keadaan  atau   fenomena   yang   ada  
dan memerlukan pemecahan atau jawaban melalui suatu penelitian.  
Selanjutnya dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian yang 
disusul dengan sistematika penulisannya dalam skripsi ini. 
BAB II  :    Landasan Teori 
Bab ini memuat kajian-kajian yang bersumber dari literatur, maupun 
berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan, 
terutama mengenai landasan teori dari beberapa istilah penting yang 
dibahas dalam skripsi. Dengan demikian, maka diharapan istilah-istilah 
yang dipergunakan dalam penulisan ini, secara teori dapat 
dipertanggungjawabkan. 
BAB III :    Metode Penelitian. 
Bab ini memuat informasi tentang metode penelitian yang digunakan, 
termasuk di dalamnya teknik pengumpulan data yang dianggap sesuai 
dengan kebutuhan untuk memperoleh data dan informasi yang cukup, 
sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan hasil penelitian 
tersebut. 
BAB IV  : Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sula 
wesi Selatan.Dalam bab ini dikemukakan beberapa aspek/hal yang 
berhubungan  dengan  objek  penelitian, yaitu  pada  Badan Pengelolaan      
                     Keuangan   Daerah    Provinsi   Sulawesi   Selatan.   Gambaran    umum  
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                     dimaksud, mencakup dasar hukum dan sejarah pembentukannya, 
kedudukan, susunan organisasi dan tata kerjanya, demikian pula 
mengenai tugas dan fungsinya. 
BAB  V   :    Pembahasan.  
Bab ini memuat pembahasan secara seluruh materi yang telah 
ditetapkan sebagai sasaran penulisan, yaitu menyangkut penyusunan 
Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dikaitkan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang meliputi 
Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan Rancangan APBD, serta 
masalah yang dihadapi, hasil evaluasi RAPBD oleh Menteri Dalam 
Negeri, dan sampel APBD khusus dua SKPD, yaitu Dinas Pendidikan 
dan Dinas Kesehatan. 
BAB VI   :    Penutup. 
Bab ini memuat beberapa simpulan yang dikemukakan secara singkat, 
terutama yang berhubungan dengan sasaran pembahasan, dalam hal ini 
yang berhubungan dengan prosedur penyusunan Rancangan APBD atau 












                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
                                             BAB  II 
                                 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Efektivitas 
         Sebelum mengemukakan pengertian efektivitas, terlebih dahulu dikemukakan 
bahwa efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari kata “efektif”. Tim Prima 
Pena (2001 : 155), mengemukakan bahwa : effective (I’fectiv), berhasil, manjur, tepat. 
Effectiveness (efektivnes) : keefektifan, kemanjuran; ketepatan. 
Pengertian seperti tersebut sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh The 
Liang Gie (2001 : 108)  yaitu ”Efectiveness-Efektivitas : Suatu keadaan yang 
mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang 
dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu 
yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan 
akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”. 
        Ulum (2008 :199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya 
berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas 
merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 
Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 
sasaran akhir kebijakan (spending wesely). Selanjutnya Ulum (2008 : 2001) 
menegaskan bahwa hal terpenting yang   perlu  dicatat   adalah   bahwa   efektivitas   
tidak   menyatakan   tentang   berapa  besar biaya yang telah dikeluarkan untuk 
mencapai tujuan tersebut. 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. 
Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output. 
Demikian pula Haryanto (2007 : 91) antara lain mengemukakan bahwa Efektivitas 
berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan 
kepentingan publik. 
Rumusan dan pandangan  tentang ”efektivitas” yang dikemukakan di atas 
menunjukkan bahwa untuk mengetahui sesuatu mencapai efektivitas atau tidak, harus 
dikaitkan antara rencana, kehendak, aturan, tujuan  atau sasaran dengan hasil  yang 
telah dicapai setelah melakukan kegiatan untuk mencapai maksud, sasaran atau apa 
yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa suatu hasil dikatakan 
mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. 
Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa 
indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang 
dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan 
pelaksanaannya, atau dengan kata lain bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana 
dan hasil yang dicapai. Kesamaan atau kesesuaian dimaksud mencakup faktor waktu, 
prosedur dan sebagainya, sehingga oleh karenanya, maka untuk mengetahui sesuatu 
kegiatan mencapai efektivitas, dalam proses perencanaanya perlu menetapkan secara 
jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan. 
 
2.2   Pengertian dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
dahulu dijelaskan bahwa penggunaan istilah pengelolaan, dan tidak menggunakan 
istilah lainnya yang dipersamakan dengan istilah pengelolaan, karena istilah 
pengelolaan merupakan istilah yang resmi digunakan dalam lingkup pemerintahan, 
baik dalam lingkup pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, dan lebih khusus 
lagi dalam konteks keuangan Negara dan Daerah. 
Istilah pengelolaan ini secara resmi digunakan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan bukan menggunakan istilah lainnya yang 
disamakan dengan itu seperti yang digunakan pada lembaga-lembaga negara dan/atau 
daerah tertentu. 
Memang dimaklumi bahwa dalam berbagai referensi manajemen, terdapat 
beberapa istilah yang disamakan pengertiannya dengan manajemen, seperti 
pengurusan, pembinaan, pengelolaan dan beberapa lagi lainnya, yang pada dasarnya 
meliputi pelaksanaan berbagai fungsi mulai dari fungsi perencanaan, peng 
organisasian dan seterusnya, sampai pada tahap pertanggungjawaban dan fungsi 
organik lainnya, termasuk pengawasan dan evaluasi. 
Menurut   Soekarno   (1998 : 3)   bahwa   berbagai   istilah   yang    kini di kenal 
sebagai pengganti/pengindonesiaan dari pada manajemen  yaitu  Lembaga 
Administrasi Negara menggunakan istilah Kepimpinan, Universitas Indonesia  
menggunakan istilah  Ketatalaksanaan,  Angkatan Darat  menggunakan istilah 
Pembinaan, Universitas  Gajah  Mada  menggunakan  istilah  Pengurusan, dan  Balai 
Pembinaan Administrasi di Yogyakarta menggunakan istilah Manajemen. 
Sejalan dengan  pandangan di atas, Herujito (2001 : 1) mengemukakan bahwa 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, mengelola. Sedang Hasibuan 
(1999 : 3) yang mengemukakan pengertian manajemen atau pengelolaan dengan 
menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya menusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
          Arsyad (2003 : 4) juga mengemukakan pendapat yang sejalan dengan itu, 
bahwa manajemen adalah proses atau kegiatan orang-orang dalam organisasi dengan 
memanfaatkan sumber-sumber (juga disebut unsur manajemen yaitu daya manusia, 
dana atau sumber keuangan, dan sarana atau perangkat kerja, termasuk di dalamnya 
metoda/teknologi dan material/bahan-bahan) yang tersedia bagi tercapainya tujuan 
yang telah ditetapkan. Manajemen juga berarti keterampilan dan kemampuan untuk 
memperoleh hasil melalui kegiatan bersama orang lain dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan.  
         Selanjutnya   Siagian  (2001 : 5),  juga   antara   lain  mengemukakan  bahwa 
manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk 
memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan 
orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa managemen merupakan inti 
dari pada administrasi karena memang managemen merupakan alat pelaksana utama 
dari pada administrasi. 
         Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan di atas, The Liang Gie  (2001 : 
155)  mengemukakan bahwa  Management = Managemen adalah segenap perbuatan 
menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas dalam suatu usaha kerja 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
kerja administrasi, yakni kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan 
hubungan masyarakat. 
         Djumhana (2007 : 45) mengemukakan bahwa kelembagaan dan manajemen 
keuangan daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Pengertian 
pengelolaan keuangan daerah itu sendiri ialah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola 
keuangan daerah sesuai kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. 
         Mengenai fungsi manajemen atau pengelolaan, Manullang (2008 : 4) 
menjelaskan bahwa pada umumnya kegiatan-kegiatan manajer dan aktivitas manajer 
itu adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Ini sering pula 
disebut dengan istilah proses manajemen, fungsi-fungsi manajemen, bahkan ada yang 
menyebutnya unsur-unsur manajemen. 
         Sejalan  dengan  itu, Kasmir (2010 : 16)  mengemukakan  bahwa dalam 
menjalankan tugasnya departemen keuangan memiliki banyak tugas agar mencapai 
sasaran. Tugas (kewajiban) ini kemudian dituangkan dalam berbagai kegiatan yang 
harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dikendalikan. 
Penjelasan   seperti   dikemukakan   di   atas   menunjukkan   bahwa    istilah  
pengelolaan  digunakan  silih  berganti dengan manajemen, atau memiliki pengertian 
dan fungsi yang sama, yaitu mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
dan pertanggungjawaban. 
         Selanjutnya, istilah keuangan daerah merupakan satu istilah yang didalamnya 
terdapat dua kata, yaitu keuangan dan daerah. Keuangan disini diartikan sebagai 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Sedang yang dimaksud daerah adalah daerah menurut Undang-undang tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian keuangan daerah ini, dikemukakan 
pengertian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 5) menjelaskankan bahwa  
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan 
uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 
Khusus mengenai pengertian Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan 
tersebut di atas adalah disebutkan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Berdasarkan pengertian   ketiga  istilah seperti dikemukakan oleh Hasibuan, 
Soekarno dan Herujito mengenai pengertian pengelolaan, keuangan dan daerah dalam 
satu istilah, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah, sejalan dengan yang tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Pasal 1 angka 6), yaitu 
keseluruhan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.  
Dengan demikian, maka jelas bahwa pengelolaan keuangan daerah pada 
dasarnya merupakan proses yang panjang, yang meliputi proses/tahap dan fungsi 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
pengawasan dan pertanggungjawaban atas keuangan daerah. 
 
2.3  Pengertian Anggaran Kinerja 
Dalam uraian terdahulu, telah disinggung bahwa sebagai dampak reformasi 
membawa konsekwensi lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan dalam 
berbagai bidang kehidupan bernegara dan berpemerintahan, yang pada dasarnya 
diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan 
kesejahteraannya. 
Undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan tersebut, tidak hanya 
menyangkut aspek kelembagaan dan aparat pemerintahan, tetapi yang lebih penting 
adalah pengaturan kembali masalah pengelolaan keuangan daerah, terutama pada 
sistem, prinsip dan fungsi penganggaran atau fungsi perencanaan keuangan daerah. 
Perubahan  terhadap  sistem  anggaran  yang dianut, yaitu yang  semula dikenal 
dengan sistem penganggaran tradisional (Traditional Budgeting System) diubah atau 
beralih menjadi penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Budgeting 
System), sehingga Prinsip Anggaran Berimbang dan Dinamis juga berubah menjadi 
Prinsip Anggaran Defisit. Performance Budgeting System inilah yang dikenal juga 
dengan istilah Anggaran Kinerja, yaitu anggaran yang berdasar kinerja atau prestasi 
kerja. 
Prinsip Anggaran Berimbang dan Dinamis yang berlaku sebelumnya, berarti 
bahwa jumlah Rencana Anggaran Penerimaan/Pendapatan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sama dengan Rencana Anggaran 
Belanja dalam  tahun  anggaran yang  bersangkutan, dan  harus jumlahnya lebih besar  




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Sedang yang dimaksud dengan Prinsip Anggaran Defisit yang dianut dalam 
Penyusunan Anggaran Kinerja (Performance Budgeting), berarti bahwa  Rencana 
Belanja dapat lebih besar dari Rencana Penerimaan/Pendapatan dalam setiap tahun 
anggaran (defisit). 
Alasan dilakukannya perubahan seperti tersebut terutama dimaksudkan agar 
daerah diberikan peluang yang lebih besar untuk merencanakan kegiatan dalam 
rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan tidak  tergantung sepenuhnya pada  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jumlahnya relatif masih sangat terbatas. 
Sebagai konsekwensi dari prinsip anggaran defisit tersebut, adalah jika suatu 
daerah ternyata memiliki suatu rencana belanja yang lebih besar dibanding  dengan  
rencana  penerimaan  atau   rencana   pendapatannya, maka Pemerintah Daerah 
berpeluang melakukan pinjaman daerah, dan/atau usaha lainnya yang memungkinkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti menggunakan 
sisa anggaran tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan pinjaman dan 
lainnya. 
Implementasi paradigma atau prinsip yang baru ini terhadap Penyusunan 
APBD, yaitu bahwa APBD harus disusun berorientasi kepada kepentingan publik 
dengan pendekatan kinerja (hasil kerja). Ini berarti bahwa setiap program dan 
kegiatan yang direncanakan harus jelas arah dan sasaran serta hasil yang akan 
dicapai, sehingga ukuran-ukuran kinerjanya harus diketahui dengan jelas. 
Untuk lebih jelasnya mengenai anggaran kinerja dimaksud, terlebih dahulu 
perlu dikemukakan pengertian anggaran antara lain yang dikemukakan oleh Hasibuan 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam 
anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh.  
Khusus pengertian kinerja, antara lain dikemukakan oleh Supriyanto (2009 : 
277), bahwa kinerja adalah keseluruhan unsur dan proses terpadu dalam organisasi 
yang didalamnya terkandung kekhasan masing-masing individu, perilaku  pegawai  
dalam  organisasi  secara  keseluruhan  dan proses tercapainya tujuan tertentu. 
Mengenai pengertian anggaran kinerja, Bintoro (1998 : 220), menjelaskan  
bahwa Performance Budget memusatkan perhatian pada program dan kegiatan 
sesuatu instansi pemerintahan, dan atas dasar itu dilakukan klasifikasi anggaran. 
Uraian mengenai berbagai program dan kegiatan antara lain perlu disertai keterangan 
tentang ukuran produktivitas, data beban kerja, tujuan yang ingin dicapai dan tingkat 
efisiensi. Dengan demikian orientasi anggaran bergeser dari input kepada output atau 
performances yang ingin dihasilkan. 
Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan di atas, Haryanto (2007 : 93) 
mengemukakan bahwa  Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada 
konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran 
kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam 
anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok 
ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran pelayanan publik. 
Implementasi Anggaran Kinerja tersebut, pertama-tama dilakukan berdasar 
ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan 
Penyusunan Perhitungan APBD. Materi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, 
kemudian disempurnakan dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005, 
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus mengganti Peraturan Pemerintah 
Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah yang berlaku sebelumnya. 
Anggaran Kinerja selain mempunyai berbagai kriteria dan ciri seperti 
dikemukakan di atas, juga lebih menitikberatkan perhatiannya kepada hasil kerja atau 
prestasi kerja yang akan dicapai (output), dan tidak seperti Anggaran Tradisional 
sebelumnya yang mengutamakan masukan (input) dalam merencanakan program dan 
kegiatan, sehingga dengan demikian penyusunan anggaran kinerja harus  secara  
tegas  menentukan   hasil  yang  akan  dicapai  setelah  kegiatan   yang direncanakan 
rampung dilaksanakan. 
Penegasan seperti tersebut dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 Pasal 39 ayat (1), yang menjelaskan antara lain bahwa Penyusunan 
RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan 
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari 
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil 
tersebut. 
Penegasan ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD harus benar-benar 
berorientasi kepada hasil kerja atau kinerja yang akan dicapai sebagai suatu ciri dari 
Performance Budgeting System yang diterapkan sejak berlakunya Keputusan Menteri 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
pengeluaran keuangan atau belanja daerah yang tercantum dalam APBD diharapkan 
dapat memberikan jaminan akan hasil tertentu yang dapat dicapai secara transparan. 
Untuk mewujudkan sistem penganggaran yang berorientasi kepada kinerja atau 
prestasi kerja tersebut, maka dalam penyusunan suatu anggaran kinerja  harus  
memperhatikan atau  berdasar pada indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target 
kinerja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal  95 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006, tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 
prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target 
kinerja. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 93 ayat 
(2) ditegaskan bahwa indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai 
dari program dan kegiatan yang direncanakan, sedang yang dimaksud dengan tolok 
ukur kinerja yang dikemukakan dalam Pasal 96 ayat (2) adalah ukuran prestasi kerja 
yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, 
kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan target kinerja atau capaian kinerja dalam 
Pasal 96 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 seperti 
tersebut di atas, adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran 
yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
 
2.4  APBD sebagai Anggaran  Berbasis Kinerja 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan 
peraturan daerah sebagai dasar sahnya dilakukan proses pengelolaan keuangan 
daerah, mulai dari pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah daerah. 
Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 angka 7, 
dikemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
Indra Bastian (2001 : 17) menjelaskan bahwa Anggaran Daerah pada 
hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan 
kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 
Dari ketentuan dan penjelasan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang juga sering  disebut 
Anggaran Daerah, tidak lain adalah suatu wujud rencana pemerintah daerah di bidang 
keuangan yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja daerah. Rencana 
tersebut dibahas bersama dan disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD yang 
bersangkutan dengan menitikberatkan kepada pelayanan publik. 
Khusus mengenai jangka waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), yaitu  satu  tahun  anggaran  seperti   tersebut  di  atas,  diatur dalam 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember.  
Bertitik   tolak  pada   sistem   penganggaran  yang  dianut  dewasa  ini, yaitu 
yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menetapkan 
bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasar pendekatan prestasi kerja, sehingga 
dengan demikian, berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang ditetapkan setiap tahun merupakan wujud dari anggaran kinerja. Dengan kata 
lain bahwa Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah 
juga disebut anggaran kinerja, karena disusun dengan menggunakan pendekatan  
kinerja sebagaimana kriteria dan ciri-cirinya telah dikemukakan. 
 
2.5  Tahapan Penyusunan APBD 
2.5.1   Penyusunan Rancangan APBD 
Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 
25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan 
bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di daerah untuk jangka panjang dikenal 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun.  
Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan  
Jangka   Menengah   Daerah  (RPJMD) untuk  jangka  waktu  5 (lima) tahun yang 
wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa  RPJM Daerah 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah.  
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD) ini  dirinci   tiap tahun 
untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan nama 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 
ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei 
sebelum tahun anggaran berkenaan.  
Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya  menjabarkan 
RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana 
Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit 
dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk 
tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD 
(Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang sudah ditetapkan. 
Sebelum  melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen-
dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, RPJMD 
dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi penyusunan 
APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditegaskan dalam Undang-





                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) 
dinyatakan bahwa  Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedang dalam 
Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa  Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan 
APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 
Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah 
menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan 
Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan 
APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  
Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa  berdasarkan 
kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD 
membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan 
oleh kepala daerah. 
Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 
ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris 
Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan 
rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) 
Bulan Juni setiap tahun.  




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh 
Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan 
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 
anggaran berikutnya,   paling   lambat    Pertengahan   Bulan   Juni.  Pembahasan 
dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. 
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya 
disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke dalam Nota 
Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan 
DPRD dalam waktu bersamaan. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Pasal 87 ayat 
3) dijelaskan bahwa : Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS 
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 
Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama sebagaimana 
dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala  Daerah  
tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA-SKPD  sebagai acuan atau pedoman bagi 
setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini 
dilakukan menurut bentuk dan tatacara yang telah ditetapkan. 
Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD   seperti   telah   disebutkan,   para   Kepala   SKPD   beserta   staf melakukan 
penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta menurut ketentuan 
lainnya yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.  
(2)  RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek seperti 
kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya dan dihadiri oleh 
SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, 
maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan. 
          Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan kepada 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 
disampaikan kepada Kepala Daerah.  
           Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 103 
ayat (1), (2), (3) dan (4)  selanjutnya dinyatakan bahwa : 
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 
disampaikan kepada kepala daerah. 
(2) Rancangan  peraturan  daerah  tentang APBD sebagaimana  dimaksud pada ayat 
(1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada  masyarakat. 
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban  




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
yang direncanakan. 
(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh 
sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 
 
2.5.2   Penetapan Rancangan APBD Menjadi APBD 
Jika telah dilakukan sosialisasi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut beserta Nota 
Keuangannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan 
persetujuan bersama, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 
43, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah 
tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada 
Minggu Pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka 
memperoleh persetujuan bersama. 
Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD yang 
bersangkutan, antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja dengan SKPD. Dengan 
kata lain bahwa pembahasan di DPRD melibatkan SKPD yang bersangkutan, apabila   
SKPD  tersebut  sudah   mendapat   kesempatan   untuk dibahas rancangan kegiatan 
dan anggarannya yang tercantum dalam Rancangan APBD. 
Setelah melalui pembahasan di DPRD antara pemerintah daerah/SKPD dan 
DPRD, dan telah menemukan atau menghasilkan kesepakatan dalam bentuk  
keputusan  bersama, maka  dianggap bahwa  pembahasan  pada tingkat daerah di 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) 
dinyatakan bahwa  Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah 
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 
Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala daerah dengan 
DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah 
berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD seperti tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD Provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam 
Negeri, sedang Kabupaten/Kota ke Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi 
terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa : 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD 
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum 
ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. 
(2) Hasil   evaluasi   sebagaimana   dimaksud     pada    ayat   (1)    disampaikan   oleh  
      Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh 
Gubernur yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di 
daerah. 
Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah 
disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi 
Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam 
Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah  menjadi   
Peraturan   Daerah   tentang   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  dan  
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007, sebagai berikut : 
(1) Rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  rancangan  peraturan  kepala 
daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala 
daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD. 
(2) Penetapan   rancangan  peraturan  daerah   tentang  APBD  dan  peraturan   kepala  
daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)       
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 




                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
          
 
seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk 
dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap perencanaan, pembahasan 
dan penetapan  anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan. 
 





BAB  III 
  METODE PENELITIAN 
 
3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian yang ditetapkan atau dipilih adalah  Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari lembaga ini 
menerapkan perencanaan anggaran daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005. Untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan akan data 
dan informasi untuk penulisan, maka ditetapkan waktu penelitian yaitu kurang lebih 
2 (dua) bulan. 
 
3.2  Metode Pengumpulan Data 
Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penulisan 
skripsi,  penulis melakukan penelitian guna pengumpulan data dengan menggunakan 
metode/teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1   Penelitian Kepustakaan  (Library Research) 
Penelitian kepustakaan  dimaksudkan adalah, bahwa untuk memperoleh bahan 
yang diperlukan penulis menggunakan bahan-bahan pustaka berupa literatur-
literatur atau buku-buku atau berupa karya ilmiah yang sesuai dengan materi 
yang   dibahas  di  dalam  skripsi.  Disamping  itu,  juga   dengan   menggunakan 
Peraturan   perundang-undangan   yang  sesuai  dengan  materi dimaksud, dalam 





hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya 
penyusunan Rancangan APBD. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Penelitian lapangan atau field research disini dimaksudkan adalah, bahwa 
disamping menggunakan literatur seperti dikemukakan di atas, juga penulis 
secara langsung melakukan penelitian di lapangan, yaitu langsung pada sasaran 
atau pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.  
Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi 
atau pengamatan, dan wawancara (interview). Wawancana dilakukan terutama 
dengan pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang secara langsung terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan 
perencanaan anggaran atau penyusunan Rancangan APBD. 
 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui 
wawancara dengan berbagai pihak atau pejabat yang ada pada Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 
unsur pimpinan dan pegawai lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan 
fungsinya dengan materi yang diteliti. Data yang diperoleh melalui teknik 
pengumpulan data dimaksud meliputi data yang bersifat kuantitatif dan yang 
bersifat kualitatif. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi berupa 
literatur atau buku, serta dokumen-dokumen yang ada serta tersedia di 





tempat penelitian, di dalamnya termasuk peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan perencanaan anggaran atau penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada khususnya, dan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
 
3.4   Metode Analisis 
Sesuai materi yang dibahas, yaitu yang berhubungan dengan penyusunan 
dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka 
penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini 
berarti bahwa penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara obyektif, 
atau sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan 
tahap-tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Pelaksanaan tahapan penyusunan RAPBD dimaksud mencakup penyusunan 
berbagai dokumen yang berhubungan dengan penyusunan RAPBD seperti 
penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD sampai pada penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD). 
Untuk memberikan manfaat yang lebih luas atau bobot yang lebih besar pada 
analisis deskriptif ini, maka  pada tahap selanjutnya setelah menemukan dan 
mengungkapkan sejumlah fakta dimaksud, juga dilakukan interpretasi-interpretasi 
atau penafsiran serta analisis  terhadap fakta yang ditemukan tersebut. Analisis yang 
dilakukan, terutama dengan cara mengaitkan atau menghubungkan antara fakta 





dengan fakta lainnya, yang selanjutnya dikaitkan pula dengan peraturan perundang-
undangan yang  berlaku,  yaitu  dengan  Peraturan   Pemerintah  Nomor   
58   Tahun  2005,  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Ini berarti bahwa metode analisis deskriptif  tidak hanya terbatas sampai pada 
pengumpulan dan penyusunan serta pengungkapan data secara obyektif atau sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi atau 
penafsiran tentang arti data yang ditemukan, sehingga metode analisis deskriptif 
tersebut dapat pula berperan dalam upaya pemecahan masalah.  
Dengan demikian, maka penggunaan metode analisis deskriptif, disamping 
dapat mengetahui keadaan aktual mengenai obyek penelitian, yaitu Penyusunan 
dokumen RAPBD, terutama mengenai sesuai atau tidaknya dengan ketentuan yang 
berlaku, sekaligus juga dapat membantu dalam upaya pemecahan masalah yang 











GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
 
4.1   Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukannya 
Sebelum dikemukakan dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan lembaga daerah pada umumnya, 
maka perlu dijelaskan bahwa terjadinya pembentukan lembaga daerah atau 
perubahannya sangat erat hubungannya dengan undang-undang yang mengatur 
tentang Pemerintahan Daerah, atau dengan kata lain, bahwa jika terjadi perubahan 
atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka pada umumnya diikuti dengan 
berbagai perubahan peraturan pelaksanaan, termasuk pembentukan lembaga baru 
atau perubahan beberapa aspek atas lembaga yang sudah ada pada saat itu. 
Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, nama lembaga ini belum 
terbentuk atau belum dikenal di masa orde baru, yaitu di masa berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada 
masa tersebut lembaga pemerintah daerah yang mengurus bidang keuangan daerah 
adalah Sekretariat Daerah, yang didalamnya terdapat unit kerjanya yang disebut Biro 
Keuangan pada tingkat provinsi, dan Bagian Keuangan pada tingkat kabupaten dan 
kotamadya. 
Dengan  lahirnya era  reformasi di tahun 1998, membawa dampak  terjadinya 
koreksi total dalam kehidupan kenegaraan, yang salah satu diantaranya di bidang 
birokrasi pemerintahan, yaitu dengan pencabutan/perubahan Undang-Undang Nomor 
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5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. 
Sebagai salah satu tindak lanjut atas lahirnya undang-undang tersebut, adalah 
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan 
Pemerintah ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam 
pengaturan bidang keuangan, sehingga lembaga daerah yang saat itu mengurus 
bidang keuangan di daerah, yaitu Biro/Bagian Keuangan diharapkan dapat 
ditingkatkan tugas dan fungsinya dengan perubahan organisasinya sejalan dengan 
kewenangannya. 
Sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Pemerintah seperti tesebut, di 
sejumlah provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia segera melakukan 
penyesuaian dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai jelmaan 
dari Biro Keuangan yang ada pada Sekretariat Daerah Propinsi, demikian pula 
Bagian Keuangan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota. 
Di masa transisi undang-undang pemerintahan daerah, yaitu pada masa 
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 
yang berdasarkan hasil evaluasi selama berlakunya undang-undang tersebut, 
pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang 
Keuangan Negara sebagai undang-undang pertama yang mengatur keuangan Negara 
sejak kemerdekaan,  yang  sebelumnya,  pengelolaan  keuangan Negara  berpedoman  




Lahirnya Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara 
seperti tersebut, kemudian disusun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Dalam kedua undang-undang tersebut 
tidak hanya mengatur keuangan Negara dalam arti keuangan yang diurus semata-
mata oleh pemerintah pusat, akan tetapi mengatur keuangan Negara dalam arti luas, 
yaitu termasuk di dalamnya keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dengan keuangan Negara. 
Dalam pengaturan keuangan daerah dalam kedua undang-undang tersebut 
sudah menggunakan beberapa istilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya 
lembaga daerah yang disebut badan pengelolaan keuangan daerah, seperti adanya 
pejabat pengelola keuangan daerah yang disingkap PPKD sebagai unsure yang harus 
terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Beberapa istilah seperti tersebut 
pada akhirnya memberikan inspirasi untuk pembentukan lembaga tersebut dan 
diperhitungkan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang 
telah ditetapkan.  
Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 
berlaku beberapa tahun, akhirnya untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan yang 
semakin berkembang, undang-undang tersebut diganti/diubah dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 
Sama   dengan  undang - undang   yang   berlaku  sebelumnya,  maka   Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, diikuti dengan seperangkat peraturan 
pelaksanaan, sehingga khusus mengenai kewenangan daerah dan lembaga 
pemerintahannya  juga  ikut  diatur  kembali  disesuaikan  dengan perkembangan dan  
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undang-undang yang ditetapkan terakhir seperti tersebut di atas. 
Sebagai tindak lanjut dari lahirnya undang-undang tersebut di atas, salah satu 
pelaksanaannya dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya juga sudah memberikan 
indikasi perlunnya ada lembaga daerah atau pejabat di daerah yang dikenal dengan 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pemikiran ini kemudian dilanjutkan 
dalam penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan daerah, 
demikian pula peraturan pemerintah yang mengatur kelembagaan daerah. 
Untuk maksud tersebut, oleh pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 
yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah tegas 
memuat ketentuan perlunya membentuk Badan Pengelolaan Keuangan, baik di 
tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kota. Walaupun seperti telah 
dikemukakan, bahwa jauh sebelumnya sudah banyak daerah di Indonesia membentuk 
Badan Pengelolaan Keuangan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.  
Dengan keluarnya kedua Peraturan Pemerintah seperti tersebut, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti 
dengan   mengeluarkan / menetapkan   Peraturan   Daerah   Nomor   2   Tahun  2008, 
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 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan diikuti dengan sejumlah Peraturan Daerah tentang organisasi 
dan tata kerja lembaga daerah.  
Salah satu diantara peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan 
Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Namun di dalam peraturan daerah yang 
disebutkan terakhir belum diatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Setelah pembentukan sejumlah lembaga daerah yang ditetapkan dalam 
peraturan daerah di atas, terdapat beberapa lembaga daerah yang dibentuk dan atau 
disempurnakan setelah itu sebagai akibat kebutuhan yang mendesak berdasar 
peraturan perundang-undangan, namun lembaga dimaksud belum ditetapkan dengan 
peraturan daerah, melainkan masih bersifat sementara, karena hanya dibentuk dengan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. 
Untuk memastikan  bahwa  semua lembaga daerah benar-benar dibentuk 
dengan peraturan daerah, sehingga akhirnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009, 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 
2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi 
Sulawesi Selatan. Di dalam peraturan daerah yang disebutkan terakhir, sudah 
dibentuk dan diatur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Provinsi Sulawesi Selatan, yang sesungguhnya dari segi tugas pokok dan fungsinya 
merupakan jelmaan dari Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, 
dengan perubahan dan perluasan organisasi, kedudukan serta tugas dan fungsinya. 
  
4.2   Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya. 
Seperti telah dikemukakan, bahwa Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 12 Tahun 2009. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah 
unsur pendukung tugas Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, ditetapkan pula susunan 
organisasinya yang terdiri atas :  
1. Kepala Badan. 
2. Sekretariat. 
3. Bidang. 
4.    Sub Bagian. 
5.   Sub Bidang. 
6. Jabatan Fungsional. 
Kecuali Kepada Badan, dari sejumlah unsur organisasi seperti tersebut,  masih 
terbagi lagi atas beberapa unsur dengan rincian masing-masing dikemukakan sebagai 
berikut :  
1.  Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
  
39 
b. Sub Bagian Keuangan. 
c. Sub Bagian Program. 
2.   Bidang terdiri atas : 
a. Bidang  Anggaran. 
b. Bidang  Pembiayaan. 
c. Bidang  Akuntansi. 
d. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota. 
3.   Bidang Anggaran, terdiri atas : 
a. Sub Bidang Penyusunan APBD.             
b. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran. 
4.   Bidang  Pembiayaan, terdiri atas:    
a.  Sub Bidang Pembiayaan I.an Pensiun. 
b.  Sub Bidang Pembiayaan II. 
5.   Bidang Akuntansi, terdiri atas :  
a. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi. 
b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan. 
6.   Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, terdiri atas : 
a.  Sub Bidang  Pembinaan dan Evaluasi APBD Wilayah I. 
b.  Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Wilayah II. 
Dalam peraturan daerah seperti tersebut di atas, disamping susunan organisasi 
lembaga daerah, juga dikemukakan tata kerjanya. Tata kerja yang ditegaskan dalam 
peraturan daerah dimaksud merupakan tata kerja yang secara umum bagi semua 
lembaga daerah, yaitu sebagai berikut : 
  
40 
1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja wajib menerap kan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan 
Pemerintah Daerah, maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah 
dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
2. Setiap pimpinan unit kerja wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada  atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat 
waktu. 
3. Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, setiap pimpinan unit kerja 
menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja.  
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah, 
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan 
serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan. 
5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib 
mengadakan rapat koordinasi secara berkala. 
6. Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala badan 
dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakili, dengan 
memperhatikan senioritas kepangkatan. 
Tata kerja lembaga daerah seperti tersebut merupakan pedoman umum bagi  
setiap  pejabat Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya, sehingga dengan penerapan tata kerja dimaksud, pelaksanaan 
tugas dan fungsinya dapat mencapai hasil kerja yang efektif atau sesuai dengan 
ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan. 
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4.3   Tugas dan Fungsinya.  
Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, juga telah ditetapkan dalam peraturan daerah seperti tersebut di atas, yaitu 
bahwa selain sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah, juga adalah 
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan, menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan. 
Untuk melaksanakan tugas badan seperti tersebut di atas, maka Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa 
fungsi sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, 
pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota. 
2. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, 
pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota. 
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pembiayaan, 
akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota 
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 
Keempat fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tersebut, juga 
pada dasarnya merupakan fungsi Kepala Badan yang bersangkutan yang secara rinci 
dikemukakan sebagai berikut :  
a. Menyusun   rencana   kegiatan  Badan  Pengelolaan   Keuangan  Daerah   sebagai  
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      pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan se   
hingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan 
untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan. 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas. 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 
f. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
g. Menetapkan kebijakan operasional badan sesuai sesuai dengan kebijakan umum 
Pemerintah Daerah. 
h. Menetapkan program kerja dan  rencana strategis serta pengembangan program  
      keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
i. Menetapkan kebijakan fasilitasi  dan kerjasama/kemitraan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan program pengelolaan keuangan daerah. 
j. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan instansi terkait. 
k. Menyelenggarakan pembinaan administrasi kegiatan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, umum dan kesisteman. 
l. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi teknis kepada Gubernur 
mengenai pengembangan bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan 
penetapan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
m. Menyusun  laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
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dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan        
kebijakan. 
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
Rincian tugas pokok dan fungsi seperti dikemukakan di atas merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, agar kedudukan Badan ini 
dapat diwujudkan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
gubernur dalam menjalankan pemerintahan dalam wilayahnya benar-benar dapat 
mencapai hasil sesuai dengan visi dan misinya yang dituangkan ke dalam Rencana 




                                                                                                                          
              







5.1   Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Sebagai bahan awal untuk mulai melakukan penyusunan RAPBD setiap tahun 
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang 
dikeluarkan setiap tahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Disamping pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri, di setiap daerah baik Provinsi, maupun kabupaten dan kota, termasuk 
Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan sejumlah dokumen perencanaan yang disusun 
sendiri, yang juga merupakan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 
atau pedoman penyusunan APBD. 
Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau rencana tahunan yang 
dikenal dengan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun.  
Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga 
daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana 
Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima tahun) sebagai penjabaran 
RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai    
                                                                                                                          
              





Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi 
Selatan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 21 
Juli 2008, tentang RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028. Sedang untuk 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2008-2013 
juga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 22 
September 2008. 
Sebagai penjabaran atau rincian dari RPJMD tersebut berupa rencana tahunan 
atau rencana jangka pendek, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya telah 
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai berikut : 
1. RKPD Tahun Anggaran 2008 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 9 Agustus 2007. 
2. RKPD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor  28 
Tahun 2008, tanggal 19 Nopember 2008. 
3. RKPD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 104 Tahun 2009, tanggal 10 Juni 2009. 
4. RKPD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor  43 
Tahun 2010, tanggal 11 Juni 2010. 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, maupun RKPD Provinsi Sulawesi Selatan seperti 
tersebut di atas sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, yaitu yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang). 
                                                                                                                          
              




Disamping dokumen tersebut di atas, untuk Tahun Anggaran 2007 sampai 
dengan 2011, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri sebagai pedoman penyusunan APBD sebagai berikut : 
1.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  26 Tahun 2006, tanggal 17 Juni 2006, 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007. 
2.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  30 Tahun 2007, tanggal 20 Juni 2007, 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008. 
3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  32 Tahun 2008, tanggal 16 Juni 2008, 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009. 
4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 25  Tahun 2009, tanggal 09 Juni 2009, 
      tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. 
5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 37  Tahun 2010, tanggal 22 Juni 2010, 
      tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. 
Kedua dokumen tersebut di atas, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD 
merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan APBD 
setiap tahun anggaran. 
  
5.2   Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 
Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan 
                                                                                                                          
              




Plafond Anggaran Sementara (PPAS), Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan 
Surat Edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD). 
Surat Edaran Gubernur dimaksud disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar menyusun dan menyampaikan 
Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) yang akan dijadikan bahan 
untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond 
Anggaran Sementara (PPAS). Surat Edaran Gubernur yang telah dikeluarkan untuk 
tahun anggaran 2007 sampai dengan  tahun anggaran 2011, adalah sebagai berikut : 
1. Surat  Edaran  Gubernur  Sulawesi  Selatan   Nomor  903/ 454/XI/KEU,   tanggal 
06 Nopember 2006, Perihal Permintaan Pra RKA-SKPD dalam rangka   
Penyusunan KUA & PPAS Tahun Anggaran 2007. 
2.   Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 903/497/ XII/KEU, tanggal 18 
Nopember 2007, Perihal Permintaan Pra RKA-SKPD dalam rangka Penyusunan 
KUA & PPAS Tahun Anggaran 2008. 
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 903/447/X/KEU, tanggal 09 
Oktober 2008, Perihal Permintaan Pra RKA-SKPD dalam rangka Penyusunan 
KUA & PPAS Tahun Anggaran 2009. 
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor 903/542/ IX/KEU, tanggal 14 
September 2009, Perihal Permintaan Pra RKA-SKPD dalam rangka Penyusunan 
KUA & PPAS Tahun Anggaran 2010. 
5. Surat  Edaran  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor   903/8227/BPKD, tanggal 19  
                                                                                                                          
              




September 2010, Perihal Permintaan Pra RKA-SKPD dalam rangka Penyusunan 
KUA & PPAS Tahun Anggaran 2011. 
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur tersebut, setiap Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan, menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) menurut 
bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA-SKPD, setiap Unit Kerja 
yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap 
kegiatan yang direncanakan. 
Setelah selesai menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra RKA-SKPD tersebut 
disampaikan oleh masing-masing SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, dan seterusnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) untuk dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) seperti 
telah disinggung di atas.  
Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD menurut bentuk 
dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya yaitu Sekretaris Daerah 
menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang 
selanjutnya dengan melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan, Gubernur 
Sulawesi Selatan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan 
KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama 
Panitia Anggaran DPRD. 
                                                                                                                          
              




Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas adalah 
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA selesai dibahas 
selanjutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran 
DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), 
karena PPAS disusun berdasar KUA.  
Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah selesai (KUA dan 
PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, maka 
hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan 
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (Gubernur Sulawesi Selatan) dengan 
Pimpinan DPRD. Pimpinan DRPD dimaksud adalah Ketua DPRD bersama para 
Wakil Ketua DPRD. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS untuk 
tahun anggaran 2007 sampai dengan 2011 dilakukan masing-masing menurut 
data/tanggal sebagai berikut : 
1. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 20 Desember 2006. 
2. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 18 Desember 2007. 
3. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2009, pada tanggal  1 Desember 2008. 
4. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 25 Oktober 2009.  
5. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2011, pada tanggal 18 Nopember 2010.  
 
5.3   Penyusunan RKA-SKPD  
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
menyiapkan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 
                                                                                                                          
              




dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Gubernur bersama 
dengan Pimpinan DPRD. Surat edaran tersebut disampaikan kepada setiap SKPD 
sebagai pedoman untuk menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun 
sebelumnya. 
Surat edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta KUA dan PPAS 
yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk 
mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun. Dalam menyempurnakan Pra RKA-
SKPD dimaksud, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyesuaikan program 
dan kegiatan serta anggaran masing-masing sesuai bidang tugas dan fungsinya. 
Penyempurnaan atau penyesuaian yang dilakukan tidak hanya mengenai 
program dan kegiatan serta besarnya rencana anggaran yang ditetapkan, akan tetapi 
juga yang berhubungan dengan aspek teknis seperti bentuk dokumen serta bentuk dan 
jenis lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang berlaku. 
Jika program dan kegiatan serta rencana anggarannya sudah disesuaikan dengan 
materi surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD seperti 
tersebut di atas, termasuk aspek teknis yang perlu disempurnakan, maka selanjutnya 
setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyampaikan Pra RKA-SKPD masing-
masing secara lengkap kepada Kepala SKPD. 
Setelah menerima Pra RKA-SKPD dari masing-masing Kepala Bidang dan 
Sekretaris SKPD yang bersangkutan, selanjutnya Kepala SKPD mengoreksi Pra 
RKA-SKPD tersebut dan  mendatangani apabila sudah sesuai dengan materi surat 
edaran Gubernur. 
Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, maka dokumen tersebut sudah 
                                                                                                                          
              




berubah menjadi RKA-SKPD (bukan lagi Pra RKA-SKPD), karena sudah 
disesuaikan dengan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 
serta KUA dan PPAS yang telah disepakati. RKA-SKPD tersebut selanjutnya 
disampaikan oleh setiap Kepala SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
5.4   Penyusunan Rancangan APBD  
Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD 
dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait. 
Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian 
dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD, maka 
Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali 
oleh TAPD untuk disetujui. 
Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD 
kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam 
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menyiapkan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah (Gubernur Sulawesi Selatan) tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 
anggaran berkenaan. 
Untuk menyusun Rancangan APBD atau disebut juga dengan Rancangan 
                                                                                                                          
              




Peraturan Daerah tentang APBD,  RKA-SKPD yang sudah disetujui atau disahkan 
dimuat dalam format lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai 
bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya tercantum 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan disampaikan kepada 
Gubernur oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD), dan selanjutnya Gubernur menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dimaksud kepada DPRD setelah disosialisasikan kepada masyarakat 
oleh Sekretaris Daerah.  
Sosialisasi dimaksud dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh 
masyarakat yang meliputi berbagai kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh 
pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang 
dianggap perlu. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendiskusikan muatan Rancangan 
APBD yang sudah siap diserahkan untuk dibahas pada tingkat DPRD.  
Acara seperti tersebut dilaksanakan di tempat tertentu yang dianggap 
representatif, termasuk di media elektronik seperti TVRI Stasiun Makassar Sulawesi 
Selatan. Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak melalui sosialisasi dimaksud, 
ditampung untuk dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 
penyempurnaan rancangan APBD dalam pembahasannya pada rapat-rapat kerja 
DPRD. 
                                                                                                                          
              




Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Gubernur Sulawesi 
Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) 
tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka 
mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian RAPBD kepada DPRD untuk tahun 
anggaran 2007 dan 2011 dilakukan dengan surat pengantar Gubernur Sulawesi 
Selatan sebagai berikut : 
1. RAPBD Tahun Anggaran 2007 disampaikan kepada DPRD dengan surat peng 
antar  Nomor 903/592/XII/KEU,  tanggal 28  Desember 2006. 
2. RAPBD Tahun Anggaran 2008 disampaikan kepada DPRD dengan surat peng 
antar  Nomor 903/508/XII/KEU,  tanggal 26  Desember 2007.  
3. RAPBD Tahun Anggaran 2009 disampaikan kepada DPRD dengan surat peng 
antar  Nomor 903/607/XII/KEU,  tanggal 19  Desember 2008. 
4. RAPBD Tahun Anggaran 2010 disampaikan kepada DPRD dengan surat peng 
antar  Nomor 903/492/XI/KEU,  tanggal  07 Nopember  2009. 
5. RAPBD Tahun  Anggaran 2011  disampaikan  kepada  DPRD  dengan  surat   peng 
    antar  Nomor 903/8328/BPKD,  tanggal  23 Nopember  2010. 
Dengan selesainya mengiriman atau penyampaian Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD beserta lampirannya kepada DPRD diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) 
tersebut dapat dibahas sekaligus dapat disetujui bersama antara Gubernur Sulawesi 
Selatan dan DPRD yang bersangkuytan. Dengan demikian, maka berarti pula bahwa 
proses penyusunan Rancangan APBD sudah berakhir untuk priode tahun anggaran 
berkenaan. 
                                                                                                                          
              




5.5   Pembahasan RAPBD  
Setelah Rancangan APBD diterima oleh DPRD, maka sesuai jadwal 
pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD, langkah awal yang dilakukan sesuai 
aturan tata tertib DPRD, adalah melakukan Rapat Paripurna DPRD untuk 
mendengarkan pidato pengantar Gubernur yang menjelaskan secara singkat isi 
RAPBD yang telah disampaikan kepada DPRD. 
Setelah langkah tersebut selesai, maka setiap Fraksi DPRD menyusun 
Pemandangan Umum atau berupa tanggapan masing-masing fraksi terhadap 
Rancangan APBD yang telah diterima DPRD dan telah dijelaskan oleh Gubernur 
dalam sidang pleno tersebut. Pemandangan Umum atau tanggapan masing-masing 
fraksi dimaksud disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam sidang 
paripurna yang diadakan khusus untuk itu. 
Sebagai langkah pembahasan selanjutnya yang dilakukan terhadap RAPBD, 
maka berdasar pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan 
dalam sidang paripurnanya, Gubernur Sulawesi Selatan menyusun jawaban atau 
penjelasan lebih lanjut terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh 
masing-masing fraksi DPRD melalui pemandangan umumnya. 
Sama halnya dengan pidato pengantar dan pemandangan umum fraksi, jawaban 
Gubernur tersebut juga disampaikan atau dibacakan oleh Gubernur dalam sidang 
paripurna yang juga secara khusus diadakan untuk itu. Setelah dibacakan jawaban 
Gubernur, maka fraksi-fraksi DPRD menyimpulkan bisa atau tidaknya RAPBD 
dilanjutkan pembahasannya. 
Apabila jawaban Gubernur diterima atau telah disetujui oleh DPRD, 
                                                                                                                          
              




selanjutnya DPRD melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam RAPBD melalui rapat-rapat 
kerja Komisi-Komisi DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah. 
Untuk memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, DPRD 
menghadirkan atau mengikutsertakan Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Dalam 
membahas RAPBD tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen perencanaan atau 
ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan PPAS, Pedoman Penyusunan 
APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian pula dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 beserta aturan pelaksanaannya, termasuk 
kemampuan keuangan daerah. 
Apabila dalam pembahasannya ternyata didapati adanya rencana program,  
kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman dimaksud, maka terhadap 
rancangan itu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan oleh SKPD yang 
bersangkutan, yang kemudian dibahas kembali antara DPRD dan SKPD  setelah 
disempurnakan. 
Setelah pembahasan di DPRD selesai dan telah berhasil memperoleh 
kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan DPRD, maka kesepakatan 
tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh 
Gubernur dan Pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD bersama segenap Wakil Ketua 
DPRD.  
 
5.6   Penetapan APBD  
Berdasar  keputusan  bersama  antara  Gubernur  Sulawesi  Selatan dan   DPRD  
                                                                                                                          
              




dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama TAPD menyempurnakan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil pembahasan, 
sekaligus menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD yang telah disiapkan sebelumnya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut 
dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran APBD disempurnakan, maka segenap dokumen 
tersebut beserta lampiran lainnya termasuk Nota Keuangan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri 
selama lima tahun anggaran terakhir, dilakukan dengan surat pengantar Gubernur 
Sulawesi Selatan nomor dan tanggal sebagai berikut : 
1.  Tahun Anggaran 2007, Nomor. 903/597/Keu, tanggal 8 Pebruari 2007. 
2.  Tahun Anggaran 2008, Nomor. 903/26/I/Keu, tanggal 15 Januari 2008. 
3.  Tahun Anggaran 2009, Nomor. 903/17/I/Keu, tanggal  23 Januari 2009, dan 
4.  Tahun Anggaran 2010, Nomor. 903/143/XII/, tanggal 15 Desember 2009.  
5.  Tahun Anggaran 2011, Nomor. 903/9039/BAPPEDA, tgl 16 Desember 2010.  
Setelah Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) menerima dokumen tersebut, 
selanjutnya dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan pihak Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak Panitia Anggaran DPRD.  
Dalam  rapat  evaluasi  yang  dilakukan  atau  dihadiri bersama antara unsur dari  
daerah  (Propinsi  Sulawesi  Selatan)  dan  pusat  (Pejabat  pada  Departemen   Dalam  
                                                                                                                          
              




Negeri) seperti tersebut di atas, membahas RAPBD dengan mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, termasuk pedoman penyusunan APBD yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun seperti telah 
dikemukakan di atas, maupun kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah 
lainnya seperti RKPD, KUA dan sebagainya. Dalam tahap ini sudah tidak melibatkan  
unsur SKPD, kecuali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh 
Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri 
Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
tentang Penjabaran APBD dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 
sebagai berikut : 
1. Tahun Anggaran 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-106 Tahum 
2007, tanggal 1 Maret 2007. 
2. Tahun Anggaran 2008, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-48 Tahun 
2008, tanggal 1 Pebruari 2008. 
3. Tahun Anggaran 2009, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-97 Tahun 
2009, tanggal  29 Januari 2009, dan 
4. Tahun Anggaran 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-825 Tahun 
2009, tanggal 31 Desember 2009.  
5. Tahun  Anggaran  2011,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor.  903-1118  
      Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010.  
                                                                                                                          
              




Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan seperti dikemukakan di 
atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur 
Sulawesi Selatan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan  Peraturan Gubernur  
tentang Penjabaran APBD. 
Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD dan 
Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penjabaran APBD dengan 
data 5 (lima) tahun anggaran terakhir atau selama berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: 
1.  APBD Tahun Anggaran 2007 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
TAHUN 2007 tanggal 08  Maret 2007, dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 
2007 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 9 
Maret 2007. 
2.  APBD Tahun Anggaran 2008 ditetapkan dengan Peraturan Daerah  Nomor 1 
TAHUN 2008 tanggal 06 Pebruari  2008, dan Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2008 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2008 
tanggal 6 Pebruari 2008. 
3.  APBD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
TAHUN 2009 tanggal 30 Januari 2009, dan Penjabaran APBD Tahun Anggaan 
2009 ditetapkan dengan Peraturan  Gubernur  Nomor  27  Tahun  2009, tanggal 2  
       Pebruari 2009. 
4.   APBD  Tahun  Anggaran  2010  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah  Nomor 14  
                                                                                                                          
              




      TAHUN 2009 tanggal 31 Desember 2009, dan Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran  2010  ditetapkan  dengan  Peraturan Gubernur  Nomor  1 Tahun 2010,  
       tanggal  4 Januari 2010. 
5.  APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 
TAHUN 2010, tanggal 31 Desember 2010, dan Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011, 
tanggal  3 Januari 2011. 
Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran seperti tersebut, maka berarti 
bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD dianggap telah 
selesai, dan memasuki tahap pelaksanaan. 
 
5.7  Masalah yang Dihadapi 
1. Prosedur Penyusunan RAPBD  
Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan 
Plafond Anggaran Sementara (PPAS), melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD), Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran kepada setiap SKPD 
agar menyampaikan Pra RKA-SKPD untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan 
KUA dan PPAS. 
Keluarnya surat edaran untuk meminta Pra RKA-SKPD tersebut tidak dikenal 
dalam prosedur penyusunan KUA dan PPAS, karena menurut ketentuan yang 
berlaku, penyusunan KUA dan PPAS oleh TAPD dilakukan berdasar atau 
berpedoman pada RKPD serta Pedoman Penyusunan APBD dari Menteri Dalam 
Negeri yang dikeluarkan setiap tahun, dan bukan berdasar Pra RKA-SKPD. 
                                                                                                                          
              




Baik surat edaran Gubernur perihal permintaan Pra-RKA-SKPD, maupun Pra 
RKA-SKPD merupakan dokumen yang tidak dikenal dalam prosedur penyusunan 
APBD pada umumnya, dan penyusunan KUA dan PPAS pada khususnya. Surat 
edaran kepala daerah yang wajib untuk disampaikan kepada Kepala SKPD adalah 
Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD setelah KUA 
dan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, bukan sebelum KUA 
dan PPAS disusun. 
Kenyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa terdapat prosedur dan jenis 
dokumen yang dilakukan/diadakan dalam proses penyusunan RAPBD Provinsi 
Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, khususnya ketentuan penyusunan KUA dan PPAS sebagai 
salah satu dokumen yang diperlukan atau wajib ditetapkan dalam proses penyusunan 
RAPBD. Dengan kata lain, bahwa penyusunan KUA dan PPAS belum efektif dari 
segi prosedur dan jenis dokumen yang digunakan. 
 
2. Waktu Penyusunan RAPBD 
Disamping kelambatan penyusunan dan penetapan RKPD, penyusunan KUA 
dan PPAS juga mengalami kelambatan. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang 
menunjukkan lambatnya dikeluarkan surat edaran Gubernur kepada setiap Kepala 
SKPD, agar menyampaikan Pra RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan  KUA dan 
PPAS setiap tahun anggaran.  
Surat edaran gubernur dimaksud untuk tahun anggaran 2007 dikeluarkan pada 
tanggal 06 Nopember 2006,  tahun anggaran 2008 pada  tanggal 18 Nopember 2007,  
                                                                                                                          
              




tahun anggaran 2009 tanggal 09 Oktober 2008, tahun anggaran 2010 pada . tanggal 
14 September 2009, dan tahun anggaran 2011 dengan Surat Edaran Gubernur 
Sulawesi Selatan  Nomor 903/8227/BPKD, tanggal 19 September 2010. 
Kenyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan KUA dan 
PPAS untuk Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun 
Anggaran 2011 mengalami kelambatan jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan 
bahwa, Penyusunan KUA dan PPAS sudah harus rampung dalam Pertengahan Bulan 
Juni. Sementara persiapan penyusunan KUA dan PPAS untuk penyusunan RAPBD 
Provinsi Sulawesi Selatan, baru dimulai dengan keluarnya Surat Gubernur seperti 
dikemukakan di atas, yaitu antara Bulan September dan Bulan Nopember. 
Kelambatan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang selalu dikeluarkan dalam 
Bulan Juni setiap tahun seperti telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, sementara 
penyusunan KUA dan PPAS baru dimulai beberapa bulan setelah itu. Dengan 
demikian berarti bahwa untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan 2011, penyusunan 
Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 
kelambatan antara tiga sampai dengan lima bulan, yaitu yang seharusnya dimulai 
pada awal Bulan Juni, tetapi secara nyata baru dimulai antara Bulan September dan 
Nopember seperti tersebut di atas. Dengan kata lain, bahwa penyusunan KUA dan 
PPAS sebagai salah satu dokumen penyusunan RAPBD belum efektif dari segi waktu 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 
Kelambatan tersebut menyebabkan lambatnya pelaksanaan proses selanjutnya, 
                                                                                                                          
              




yaitu pembahasan dan kesepakatan atas KUA dan PPAS oleh Gubernur dan DPRD 
yang dibuktikan dengan lambatnya penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan 
PPAS seperti telah disebutkan dalam uraian yang lalu. Nota Kesepakatan KUA dan 
PPAS Tahun Anggaran 2007 ditetapkan/ditandatangani pada tanggal 20 Desember 
2006, Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 18 Desember 2007, 
Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2009 pada tanggal  1 Desember 2008. Nota 
Kesepakatan Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 25 Oktober 2009, dan Tahun 
Anggaran 2011 pada tanggal 18 Nopember 2010, yang seharusnya sudah harus 
rampung paling lambat Akhir Bulan Juli setiap tahun anggaran sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.  
Kelambatan lahirnya Nota Kesepakatan ini, juga berdampak pada penyusunan 
RKA-SKPD serta RAPBD, dan selanjutnya kelambatan penyerahannya kepada 
DPRD untuk dibahas.  Ini dapat diketahui dari waktu rampungnya penyusunan 
RAPBD yang ditandai dengan penyerahan RAPBD oleh Gubernur Sulawesi Selatan 
kepada DPRD dengan surat pengantarnya setiap tahun. 
RAPBD  Tahun  Anggaran   2007  disampaikan   kepada  DPRD  dengan   surat  
pengantar  tanggal 28  Desember 2006, Tahun Anggaran 2008  tanggal 26  Desember 
2007,  RAPBD Tahun Anggaran 2009 disampaikan pada tanggal 19  Desember 2008, 
Tahun Anggaran 2010 disampaikan pada  tanggal  07 Nopember  2009, dan  RAPBD 
Tahun  Anggaran 2011  disampaikan  kepada  DPRD  dengan  surat   pengantar  
tanggal  23 Nopember  2010. 
Dalam ketentuan yang berlaku menetapkan bahwa penyerahan RAPBD ke 
DPRD untuk dibahas selambat-lambatnya pada Awal Bulan Oktober setiap tahun 
                                                                                                                          
              




anggaran. Dengan kata lain, bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD (RAPBD) sebagai salah satu dokumen penyusunan RAPBD belum efektif dari 
segi waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 
 
3. Metode Kerja 
Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa untuk penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun, harus berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang  
dikeluarkan oleh  Menteri Dalam Negeri  setiap  tahun. Sesuai data yang telah 
dikemukakan, menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran terakhir, yaitu tahun 
anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011,  Peraturan Menteri Dalam 
Negeri dimaksud selalu dikeluarkan dalam Bulan Juni.  
Kenyataan seperti tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada hambatan bagi 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) untuk menyusun atau menyiapkan Rancangan APBD sesuai jadwal yang 
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun sesuai 
kenyataan bahwa RKPD selama lima tahun anggaran tersebut lambat ditetapkan, 
karena RKPD setiap tahun sudah harus rampung paling lambat akhir bulan Mei 
(terlambar kurang lebih 2,5 bulan). 
Kelambatan tersebut memang bersifat struktural, karena Gubernur Sulawesi 
Selatan  dilantik untuk masa jabatan 2008-2013 pada tanggal 8April 2008 pada saat 
APBD Tahun Anggaran 2008 sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga 
gubernur yang baru yang seharusnya menyusun RPJMD dan paling lambat rampung 
                                                                                                                          
              




selama 3 (tiga) bulan setelah dilantik (Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004) atau paling lambat tanggal 8 Juli 2008, namun RPJMD dimaksud tidak 
mungkin disusun, karena belum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) untuk tahun 2008-2028, dan ini baru ditetapkan pada tanggal 21 Juli 
2008, sehingga RPJMD menyusul ditetapkan pada tanggal 22 September 2008 
(RPJMD terlambat 2,5 bulan). 
Mengingat bahwa RKPD bukan satu-satunya pedoman untuk menyusun 
RAPBD, maka ini berarti bahwa kendatipun RKPD lambat ditetapkan, dengan 
Pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam 
bulan juni, rancangan KUA dan PPAS tetap dapat disiapkan oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD). 
Sebagai pengganti RKPD untuk Tahun Anggaran 2007 sebagai awal penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dapat menggunakan ketentuan bahwa 
apabila dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD belum ditetapkan, 
pemerintah daerah dapat menggunakan dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar 
atau pedoman penyusunan APBD, seperti Renstra Provinsi dan Rencana 
Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). 
Dengan adanya cara yang dapat ditempuh seperti tersebut, demikian pula 
terjadinya kelambatan penyusunan dan sebagainya, menunjukkan  bahwa salah satu 
kunci terjadinya beberapa kelemahan dalam penyusunan RAPBD sampai 
penetapannya menjadi peraturan daerah tentang APBD adalah kurang atau rendahnya 
kesadaran kerja, disiplin kerja serta inisiatif aparat pemerintah daerah yang terlibat 
dalam penyusunan APBD, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
                                                                                                                          
              




untuk memulai penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, demikian pula Rancangan 
APBD yang menjadi tanggungjawabnya. Disiplin kerja dan Kesadaran kerja serta 
inisiatif ini secara keseluruhan atau ketiganya disebut metode kerja atau cara kerja 
yang selama ini ternyata belum efektif.  
 
5.8   Hasil Evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2008 dan 2009 
Disadari bahwa evaluasi RAPBD atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri tidak masuk dalam 
proses Penyusunan RAPBD, tetapi termasuk dalam tahap penetapan APBD, namun 
mengingat bahwa yang dievaluasi adalah hasil dari proses penyusunan RAPBD, 
sehingga hasil evaluasi tersebut dianggap sangat relevan untuk mengetahui efektivitas 
penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan. 
Untuk maksud tersebut,  hasil  evaluasi  yang akan dikemukakan hanya dua 
tahun anggaran sekedar melengkapi informasi yang dikemukakan di atas, yaitu tahun 
anggaran 2008 dan 2009. Untuk  tahun  anggaran  2008, hasil evaluasi RAPBD 
Provinsi Sulawesi Selatan tercantum   dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-48 TAHUN 2008, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2008, tertanggal 1 
Pebruari 2008, yang pada bagian diktumnya antara lain menegaskan koreksinya 
sebagai berikut : 
1. Setiap SKPD yang menganggarkan pendapatan dalam tahun anggaran 2008, 
supaya mencantumkan dasar hukum masing-masing pendapatan. 
2. Dana  Perimbangan yang  tercantum  pada Pos Dinas Kehutanan supaya dialihkan  
                                                                                                                          
              




      ke Pos Sekretariat Daerah. 
3. Format  dan  cara  pengisian  Lampiran  III  Rancangan  Peraturan Daerah tentang  
APBD, demikian pula Lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD agar disempurnakan. 
4. Pemberian bantuan kepada Kabupaten/Kota untuk urusan Kabupaten/Kota supaya  
dianggarkan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus, serta peruntukan dan 
pengelolaannya dicantumkan dengan jelas. 
5. Penganggaran   beberapa   kegiatan   seperti    Belanja   Bahan/Bibit,  Operasional  
Pengembangan Manajemen, dan Operasional Gerbang Mas, tidak dapat 
dikategorikan sebagai rincian obyek kegiatan. Oleh karenanya supaya dirumuskan 
kembali dalam program/kegiatan SKPD berkenaan. 
6. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemberantasan Buta Aksara Latin, agar 
dipertimbangkan kembali, karena perbandingan antara Belanja Jasa Transportasi 
dengan Belanja Kegiatan 32,70 % berbanding 67,30 %, yaitu lebih besar Biaya 
Transportasinya  disbanding  dengan  kegiatannya, dan di dalamnya juga  terdapat  
      biaya perjalanan dinas. 
7. Program  Pengembangan  Sekolah  Unggulan  supaya  diformulasikan   kembali,  
karena belanja upah/jasa pihak ketiga bukan merupakan rincian obyek yang dapat 
dikategorikan sebagai pendukung kegiatan dimaksud. 
8. Penyediaan anggaran untuk gaji pokok, tunjangan dan lain-lain untuk Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Sekretariat Daerah, 
supaya dialihkan ke Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
9. Belanja  Bantuan   Sosial,  agar  dilakukan   secara   selektif   dan  mengutamakan  
                                                                                                                          
              




      pertimbangan aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan  
      dan kesejahteraan masyarakat. 
10. Penganggaran unit-unit kerja yang bukan SKPD seperti Akademi Perawatan, 
Pusat Pelayanan, Bakorwil, Balai dan sebagainya supaya ditiadakan atau tidak 
diperkenankan. Kredit anggarannya supaya digabung dengan instansi Induknya. 
11. Penganggaran yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, tentang APBD Tahun Anggaran 2008 yang tercantum dalam 
Lampiran  IV, agar  disesuaikan  dengan  ketentuan mengenai  format dan tatacara  
      pengisian yang berlaku. 
Untuk tahun anggaran 2009, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tercantum 
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-97 Tahun 2009, tertanggal, 29 
Januari 2009, dengan koreksi antara lain sebagai berikut : 
1.  Proporsi Belanja Modal dalam belanja  langsung  masih sangat rendah  dibanding  
     Dengan  belanja  barang  dan  jasa, dengan  komposisi  belanja  pegawai  13,10 %,  
    belanja  barang  dan  jasa  52,81 %  dan  belanja  modal  hanya  34,09 %  dari  total  
      belanja langsung. Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas anggaran, maka 
proporsi alokasi anggaran belanja modal (sarana dan prasarana pelayanan 
masyarakat) seharusnya lebih besar dibanding dengan alokasi belanja pegawai 
maupun belanja barang dan jasa. 
2.  Pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan hanya sebesar 13,29 % dari total 
RAPBD. Untuk itu, diminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran 
pendidikan  sekurang-kurangnya  20 %  dari total  belanja daerah sesuai Peraturan  
                                                                                                                          
              




     Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan. 
3.  Pengalokasian  anggaran  belanja  perawatan  kendaraan  bermotor  pada   kegiatan  
      Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Soppeng, 
dapat menimbulkan tumpang tindih penggunaan yang mengakibatkan inefisiensi. 
Sehubungan   dengan   itu,    agar   disatukan   penganggarannya   dalam    belanja  
       pemeliharaan kendaraan bermotor pada SKPD Dinas Prasarana Wilayah. 
4.   Alokasi anggaran untuk makanan dan minuman pada Dinas Kesehatan, kegiatan 
operasional UPTD LLAJ Wilayah II Parepare, Wilayah III Palopo, dan Wilayah 
IV Bone pada Dinas Perhubungan, penyediaan makanan dan minuman pada 
Sekretariat, serta perjalanan dinas Sekretariat DPRD, tidak jelas peruntukannya, 
supaya diformulasikan kembali dalam bentuk program dan kegiatan. 
5.   Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran, Belanja Bantuan Sosial 
dan Belanja Bagi Hasil supaya diuraikan pihak penerima, besarnya bantuan dan 
bagi  hasil  sehingga  jelas  peruntukannya.  Khusus   untuk   bantuan  sosial   agar  
      pemanfaatannya dioptimalkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
6.   Penyertaan modal pemerintah daerah  pada  Perusahaan Daerah  Sulawesi Selatan,   
      yang dilaksanakan pada tahun 2004, agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar 
pelaksanaannya. 
7.  Rencana   pemerintah  daerah  untuk   menambah  penyertaan  modal  pada  Badan  
      Usaha Milik Daerah (BUMD), agar dipertimbangkan kembali, mengingat 
penyertaan  modal yang  dilakukan  pada tahun  2004 belum mampu  memberikan  
      kontribusi penerimaan laba/deviden kepada pemerintah daerah. 
                                                                                                                          
              




8. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja  untuk  
Kepentingan  mendesak,  agar  pemerintah  daerah  mencantumkan  kriteria   yang  
dimaksud mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
2009, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Memperhatikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 di atas, maka dapat diketahui bahwa arahan 
Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya menunjukkan masih banyaknya 
kelemahan yang tercantum dalam RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan selama dua 
tahun anggaran tersebut, terutama menyangkut materi dan teknis penganggaran. 
  
5.9   APBD Tahun Anggaran 2008 dan 2009 
Sekedar  memberikan  gambaran  dari  hasil  penyusunan  RAPBD yang telah 
diproses, disamping kenyataan yang telah dikemukakan, demikian pula  hasil evaluasi 
RAPBD oleh Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 903-48 Tahun 2008 dan Nomor 903-97 Tahun 2009, akan 
dikemukakan pula data target anggaran khususnya Anggaran Belanja Dinas 
Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang  kegiatannya merupakan prioritas Gubernur 
Sulawesi Selatan selama masa jabatannya, yaitu mulai Tahun 2008 sampai dengan 
2013 yang akan datang.  
Petikan    kedua   pos  anggaran   seperti   tersebut   di  atas,  yaitu   Pos    Dinas  
Pendidikan  dan  Dinas  Kesehatan, dimaksudkan untuk  memberikan gambaran yang  
lebih  jelas  mengenai  efektivitas  penyusunan  dokumen  RAPBD Provinsi  Sulawesi  
                                                                                                                          
              




Selatan, khususnya ditinjau dari segi muatan atau isi RAPBD. Isi anggaran tersebut  
terutama dikaitkan dengan prinsip penyusunan APBD yang harus berorientasi kepada 
kepentingan publik sebagai anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008. 
Sekedar memberikan gambaran, RAPBD dimaksud hanya disajikan untuk tahun 
anggaran 2008 dan 2009. Untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah Anggaran seluruhnya sebesar                :  Rp. 75.425.067.681,-  
2. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)      :  Rp. 32.860.554.181,-             
3. Belanja Langsung sebesar                                  :  Rp. 42.564.513.500,- 
a. Belanja Pegawai                                           :  Rp.   5.062.912.000,-  
b. Belanja Barang dan Jasa                               :  Rp. 24.553.663.500,- 
c. Belanja Modal                                              :  Rp. 12.947.938.000,- 
Yang dimaksud dengan Belanja Tidak Langsung di atas, adalah semua anggaran  
yang  wajib dikeluarkan  tanpa  adanya target  kinerja yang  ditetapkan sebagai akibat  
pembayaran dimaksud, yaitu Belanja Pegawai yang disediakan untuk membayar gaji 
dan tunjangan-tunjangan pegawai seperti tunjangan isteri, tunjangan  anak,  tunjangan  
jabatan,  tunjangan   beras  dan   tunjangan   lainnya   yang   sudah   ditetapkan  dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Belanja  Langsung  adalah  mencakup  semua  
jenis belanja yang disiapkan untuk membiayai program dan kegiatan SKPD yang 
telah ditetapkan target atau hasilnya secara jelas. Belanja langsung ini terdiri atas 
Belanja Pegawai yang merupakan pembayaran kepada   pegawai  karena  keterlibatan 
nya  dalam   program   dan   kegiatan,  dan   tidak  seperti  belanja  pegawai  yang ada  
                                                                                                                          
              




pada belanja tidak langsung. 
Disamping belanja pegawai, dalam belanja langsung terdapat pula Belanja 
Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pengadaan 
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun (barang pakai habis), 
seperti Alat Tulis Kantor, biaya servis peralatan dan sebagainya. Sedang Belanja 
Modal, yaitu belanja yang disediakan untuk  pengadaan peralatan atau aset tetap yang 
nilai manfaatnya lebih dari satu tahun. Jenis belanja ini seperti biaya pembangunan 
dan rehabilitasi gedung kantor, pembuatan jalanan dan jembatan dan berbagai aset 
tetap lainnya. 
Untuk lebih   jelasnya mengenai muatan atau materi APBD Provinsi Sulawesi 
Selatan dimaksud, akan  dikemukakan  data  program dan kegiatan  untuk  tahun 
anggaran  2008   yang  dibiayai   dari Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan 
seperti dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 1.  Anggaran  Belanja  Dinas  Pendidikan   Provinsi  Sulawesi  Selatan  
Tahun Anggaran  2008. 
 
No. BELANJA/PROGRAM KEGIATAN ANGGR. (Rupiah) 
  1. Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/Olahraga      434.055.000 
  2. Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Air, Listrik, dsb.   2.073.566.000 
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung dsb   9.358.260.750 
  4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Diklat Pegawai SKPD      619.250.000 
  5. Pengembangan Sistem Laporan & Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja   1.356.175.000 
  6. Pendidikan Non Formal Diklat Peg, Hari Aksara dsb.   9.446.969.250 
  7.  Manajemen Pelayanan Pendidikan Susun Master Plan, Renstra.   1.924.200.000 
  8.  Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Susun Kualifikasi Guru      744.350.000 
  9. Pengemb. Budaya Baca & Perpustakaan TOT Gr Mengaji & Penyuh.   1.850.000.000 
10. Peningkatan Peran Serta Pemuda Paskibraka dsb.   1.510.000.000 
11. Pembinaan Kemasy, Olahraga dan Seni Pekan Olahraga Pelajar   2.605.000.000 
12. Pendidikan Luar Biasa Workshop Peg. Dinas Pend.      928.700.000 
13. Pengembangan Sekolah Unggulan Anls Kurikulum/Bahan Ajar   9.713.987.500 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011. 
                                                                                                                          
              




Data  yang dikemukakan di atas, menunjukkan  bahwa  untuk  Tahun  Anggaran  
2008,  pada   Dinas  Pendidikan  Provinsi   Sulawesi   Selatan   terdapat   sebanyak 13  
 (tiga belas) program dan masing-masing terdiri atas sejumlah kegiatan yang jumlah 
dananya  relatif  terbatas  untuk  kepentingan  public  secara  langsung  jika dibanding  
dengan jumlah dana yang disiapkan untuk masing-masing program.  
Hal ini dapat dihat antara lain pada Program Pendidikan Non Formal dengan 
dana yang relatif besar, namun sasaran kegiatannya hanya berupa Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Dinas Pendidikan dan Biaya Peringatan Hari Aksara. Program 
Pembinaan Kemasyarakatan, Olahraga dan Seni yang sasarannya untuk kegiatan 
pelatihan paskibraka, dan dan bukan untuk kepentingan masyarakat secara langsung.  
Hal tersebut semakin nyata jika dikaitkan dengan total anggaran yang tersedia 
seperti tersebut di atas, yaitu sebesar Rp. 75 Milyar lebih yang diantaranya untuk 
belanja pegawai pada belanja langsung dan tidak langsung mencapai jumlah sebesar 
Rp. 37,9 Milyar lebih atau sekitar 50,28 % dari total anggaran, belum termasuk 
program yang direncanakan untuk kepentingan langsung pegawai yang bersangkutan, 
seperti program peningkatan disiplin untuk pembelian pekaian dinas dan pakaian 
olahraga, program pelayanan administrasi perkantoran, dan seterusnya dengan jumlah 
anggaran yang relatif besar. 
Sebagai pembanding anggaran belanja tahun anggaran 2008 seperti telah  di 
atas, perlu dikemukakan penyediaan dana anggaran dalam APBD untuk Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2009, dengan susunan sebagai 
berikut :    
1. Jumlah Anggaran seluruhnya sebesar                :  Rp. 87.930.576.480,-  
                                                                                                                          
              




2. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)      :  Rp. 48.130.576.480,-             
3. Belanja Langsung sebesar                                  :  Rp. 39.800.000.000,- 
a. Belanja Pegawai                                           :  Rp.   6.441.880.000,-  
b. Belanja Barang dan Jasa                               :  Rp. 29.165.350.275,- 
c. Belanja Modal                                              :  Rp.   4.192.769.725,- 
Belanja langsung sebesar Rp. 39.800.000.000,- seperti tersebut di atas 
dialokasikan  untuk  membiayai  14 (empat belas)  program  seperti  tercantum  dalam  
tabel  berikut : 
Tabel 2        Anggaran  Belanja  Dinas  Pendidikan   Provinsi  Sulawesi  Selatan 
Tahun Anggaran  2009. 
 
No. BELANJA/PROGRAM SASARAN/ KEGIATAN 
ANGGR. 
(Rupiah) 
  1. Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/Olahraga      616.800.000 
  2. Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Air, Listrik, dsb.   2.504.294.625 
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung dsb        90.000.000 
  4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Diklat Pegawai SKPD      681.400.000 
  5. Pengemb. Sistem Lap. Kinerja & Keuangan Susun Laporan Kinerja/Keu       84.700.000 
  6. Pengembangan Sistem Laporan Kinerja Susun Lap, RKA/SKPD dsb.   1.266.210.000 
  7.  Pemeliharaan Sarana Aparatur Pemeliharaan Kantor/Alat      500.000.000 
  8.  Pengadaan Sarana Aparatur Pemelian Perlatan Kantor      689.487.975 
  9. Pemberantasa Buta Aksara TOT Guru Aji, Hari Aksara 11.275.000.000 
10. Peningkatan Peran Serta Pemuda Paskibraka dsb.   1.524.825.000 
11. Pembinaan Kemasy, Olahraga dan Seni Pekan Olahraga Pelajar   1.729.150.000 
12. Pendidikan Gratis Data, Perencanaan, Monitor   1.150.000.000 
13. Promosi Pendidikan Bea Siswa, Diklat Guru dsb.   3.551.017.200 
14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Diklat, Workshop, Lomba  14.011.715.200 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011. 
 
Memperhatikan data di atas, maka pada dasarnya sama dengan tahun anggaran 
2008, baik mengenai alokasi dananya terhadap program yang berpihak pada 
kepentingan publik, maupun pemberian nama/judul program belum sepenuhnya 
menunjukkan  efektivitas  sebagaimana  yang  diharapkan.  Satu  contoh  diantaranya, 
                                                                                                                          
              




yaitu Program Pendidikan Gratis, yang ternyata kegiatannya hanya berupa pendataan,  
perencanaan dan monitoring. 
Jika dibanding dengan jumlah anggaran tahun 2008, ternyata dalam tahun 
anggaran 2009, justru mengalami peningkatan, baik terhadap total anggaran, jumlah 
belanja tidak langsung (Belanja Pegawai), maupun besarnya Belanja Langsung. Hal 
ini misalnya di tahun 2008 belanja tidak langsung hanya sebesar   Rp. 75,4  Milyar 
lebih, pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 87,9 Milyar lebih. Sementara belanja 
tidak langsung meningkat menjadi Rp. 48.1 Milyar lebih, dan Belanja Pegawai 
seluruhnya mencapai Rp. 54,5 Milyar lebih yang sebelumnya (tahun 2008) sebesar 
Rp. 37,9 Milyar lebih yang mencapai 62,07 % dari total anggaran tahun 2009.    
Dari data tersebut memberikan kesan terjadinya peningkatan belanja pegawai 
secara proporsional dengan peningkatan anggaran, utamanya belanja pegawai yang 
bukan merupakan gaji dan tunjangan pegawai, yaitu belanja pegawai dalam 
melaksanakan program dan kegiatan (Belanja Langsung) yang meningkat    Rp. 1 
Milyar lebih dari tahun anggaran 2008, sehingga dengan demikian cenderung tidak 
memperhatikan azas efektivitas dan efisiensi anggaran, demikian pula yang terjadi 
pada Belanja Barang dan Jasa.   
Sebagai pembanding penyediaan anggaran pada sektor pendidikan melalui 
anggaran Dinas Pendidikan seperti tersebut di atas, akan dikemukakan alokasi dana 
pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Tahun Anggaran 2008 dan 
2009. Khusus untuk tahun anggaran 2008, Dinas Kesehatan mendapat alokasi 
anggaran sebagai berikut : 
1.  Jumlah Anggaran seluruhnya sebesar                :  Rp. 27.717.881.000,-  
                                                                                                                          
              




2.  Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)      :  Rp. 13.759.220.000,-             
3.  Belanja Langsung sebesar                                  :  Rp. 13.958.661.000,- 
a.  Belanja Pegawai                                           :  Rp.   1.395.716.000,-  
b.  Belanja Barang dan Jasa                               :  Rp. 11.155.945.000,- 
c.  Belanja Modal                                              :  Rp.    1.407.000.000,- 
Jumlah belanja langsung sebesar Rp. 13,9 Milyar lebih tersebut dialokasikan 
untuk membiayai 18 (delapan belas) program seperti dapat dilihat dalam tabel berikut  
Tabel 3   Anggaran  Belanja  Dinas  Kesehatan   Provinsi  Sulawesi  Selatan   
Tahun Anggaran  2008. 
 
No. BELANJA/PROGRAM SASARAN/ KEGIATAN 
ANGGR. 
(Rupiah) 
  1. Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/Olahraga      184.950.000 
  2. Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Air, Listrik, dsb.   1.806.812.000 
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung dsb   2.300.000.000 
  4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Diklat Pegawai SKPD   1.317.075.000 
  5. Pengemb. Sistem Lap. Kinerja & Keuangan Susun Laporan Kinerja/Keu      179.629.800 
  6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diklat Pegawai SKPD dsb.   2.288.258.000 
  7.  Pengembangan Lingkungan Sehat Diklat Pegawai, Rapat dsb.      555.341.482 
  8.  Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy. Diklat, Monitoring dsb.      250.000.000 
  9. Upaya Kesehatan Masyarakat Diklat, Monitor, Donor Drh.   2.388.930.018 
10. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Susun Standar, Seminar     558.710.000 
11. Peningkatan Pelayanan Lansia Diklat  Perawatan       75.000.000 
12. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehat. Promosi Asuransi       53.294.400 
13. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Monitor, Evaluasi, Laporan       15.000.000 
14. Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat, Perbekalan   1.735.660.300 
15. Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Yodium      100.000.000 
16. Peningk. Pelayanan Kesehat Anak dan Balita Penyuluhan        25.000.000 
17. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Panyuluhan Ibu Miskin        50.000.000 
18. Pengawasan Kesehatan Makanan Sertifikasi Makanan Berlabel        75.000.000 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011. 
 
Memperhatikan  alokasi  anggaran  seperti  dikemukakan  dalam  tabel  di   atas,  
maka baik ditinjau dari segi alokasi atau jumlah dana untuk tiap program dan 
kegiatan  yang  ada di dalam setiap program, maupun  pemberian  nama  program dan  
                                                                                                                          
              




sasarannya,  tidak  berbeda  dengan  yang  terjadi   pada  Dinas  Pendidikan,  terutama  
keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.  
Kurangnya alokasi dana anggaran untuk kepentingan publik seperti dimaksud 
antara lain ditandai dengan alokasi dana untuk belanja modal yang sangat kecil jika 
dibanding dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, pada hal belanja 
modal merupakan dana yang ditujukan untuk menyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan publik. Sedang untuk belanja barang dan jasa hanya merupakan dana 
anggaran yang dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan atau pemanfaatan belanja 
modal supaya dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran. 
Hal seperti tersebut, sama dengan pengalokasian dana untuk tahun anggaran 
2009 dengan dana sebagai berikut : 
1. Jumlah Anggaran seluruhnya sebesar                :  Rp. 36.989.732.362,-  
2.   Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)      :  Rp. 16.101.051.362,-             
3.   Belanja Langsung sebesar                                  :  Rp. 20.888.681.000,- 
      a.   Belanja Pegawai                                           :  Rp.   1.312.384.000,-  
      b.   Belanja Barang dan Jasa                               :  Rp. 18.453.428.000,- 
      c.   Belanja Modal                                              :  Rp.    1.122.868.990,- 
Belanja langsung sebesar Rp. 20, 8 Milyar lebih seperti tersebut di atas, 
dialokasikan membiayai sebanyak 17 (tujuh belas) program dibidang kesehatan. Di 
dalam setiap program terdapat beberapa kegiatan sebagai langkah konkrit untuk 
mencapai tujuan dari masing-masing program setiap tahun anggaran. Rincian 
kegiatan tiap program dimaksud dikemukakan dengan data seperti dapat dilihat dalam  
                                                                                                                          
              




tabel sebagai berikut : 
Tabel 4        Anggaran  Belanja  Dinas  Kesehatan   Provinsi  Sulawesi  Selatan 
Tahun Anggaran  2009. 
 
No. BELANJA/PROGRAM SASARAN/ KEGIATAN 
ANGGR. 
(Rupiah) 
  1. Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian Dinas/Olahraga      179.550.000 
  2. Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK, Air, Listrik, dsb.   1.739.083.000 
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung dsb 10.172.785.715 
  4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Diklat Pegawai SKPD      510.984.485 
  5. Pengemb. Sistem Lap. Kinerja & Keuangan Susun Laporan Kinerja/Keu        51.342.700 
  6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Survay, Perenc. Evaluasi      986.485.000 
  7.  Pengembangan Lingkungan Sehat Pembinaan dsb.      181.592.500 
  8.  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masy. Semiloka, Sistem, Monitor.   1.050.855.000 
  9. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengaturan Rujukan      129.230.000 
10. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Susun Juknis, Master Plan   1.485.734.000 
11. Peningkatan Pelayanan Lansia Diklat  Perawatan      149.960.000 
12. Upaya Kesehatan Masyarakat Monitoring, Evaluasi, Lapor.   2.012.575.600 
13. Pengawasan, Pengendalian Keseh. Makanan Sosialisasi        38.300.000 
14. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Diklat, Lomba Posyandu        99.050.000 
15. Perbaikan Gizi Masyarakat Makanan Bergizi      385.910.000 
16. Peningk. Pelayanan Kesehat Bayi dan Balita Simulasi, Deteksi Dini      362.358.000 
17. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Alat Pengelola Data       512.545.000 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011. 
Data yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa baik mengenai 
alokasi untuk tiap program, maupun judul program serta keberpihakan bagi 
kepentingan publik, tidak jauh berbeda yang terjadi pada tahun anggaran 2008, 
demikian pula pada Dinas Pendidikan selama dua tahun anggaran, yaitu tahun 
anggaran 2008 dan 2009 keduanya memberikan porsi yang berlebihan pada Belanja 
Barang dan Jasa (inefisiensi), yang seharusnya lebih besar pada Belanja Modal 
sebagai wujud penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. 
Kenyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa, ditinjau dari segi muatan 
anggaran (aspek material) dan teknik penyusunannya, termasuk berbagai aspek 
lainnya seperti aspek legalitas, ketaatan pada asas atau prinsip anggaran dan 
                                                                                                                          
              




sebagainya, masih ditemukan adanya indikasi yang belum sesuai dengan harapan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dianggap dari berbagai sudut 
pandang atau ukuran tersebut, penyusunan  dokumen RAPBD Provinsi Sulawesi 
Selatan dapat dikatakan belum efektif berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 58 
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6.1   Kesimpulan 
1. Penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 
Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), RKA-SKPD 
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan 
sudah dilakukan sesuai dengan bentuk dokumen yang telah ditetapkan. 
2. Penyusunan KUA dan PPAS sebagai langkah awal proses penyusunan 
RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Pra RKA-SKPD dan 
lambat dimulai, dan berdampak lambatnya memulai dan merampungkan 
penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RAPBD sampai pada penetapan 
APBD menjadi Peraturan Daerah (belum sesuai dengan prosedur dan waktu 
yang telah ditetapkan). 
3. Alokasi anggaran dalam RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan belum 
menunjukkan eksistensinya sebagai anggaran kinerja, yang berorientasi 
kepada hasil kerja dan kepentingan publik (belum sesuai dengan materi yang 
telah ditetapkan). 
 
6.2  Saran 
1. Agar tahapan awal sampai akhir  proses penyusunan dokumen Rancangan 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami kelambatan, Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sekaligus selaku 
ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)   perlu  memberikan arahan 
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atau penegasan kepada TAPD yang dipimpinnya, agar segera setelah 
menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan 
APBD setiap tahun, TAPD segera mulai melakukan penyusunan KUA dan 
PPAS menurut prosedur dan materi yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 
2. Oleh karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah 
satu pedoman penyusunan RAPBD, maka Sekretaris Daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah perlu secara aktif melakukan 
koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan agar penyusunan RKPD dilakukan secara tepat 
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